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PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formuls A1-1
Yang mengajukan
a. Nama Kepala Sekolah [H: EE[K,'MI-& 1N| IE | |P|r‘{| | | | l | I 1 | I I
Identitas Sekolah
a. Nama Sekolah o] [2[7] [7le mlefalp lala] [#lule ju

S
b. Alamat Nrlelm|pe|a [P AN U (e |
DIE|s |A 7T I|E|MmI2 A P |AINV #u|L
M

. lenjang Sekolah : D TE/RA S0/l D SMP/MTs
d. Status Sekolah - I:] Megeri D Swasta

&f
A/MA/SME SLB

e, Propinsi !1}(,& (5 FlMiﬁ!N Tﬁer |'S"IA'IK"IA<ILI_I | | }_I
f. Kabupaten/Kota : ? PO L 1_|
g. Kecamatan lelale | |V iE | [

h. Kelurahan ui'.?-‘ E|m|A ?'*:F' A A ="'f" ale (U

i. Email

Legalitas Sekolah
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Harap melengkapi dan menandatangani formadir ini,
Earmulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
Melampirkan Fota Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.

Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKT) Pengajuan NPSN Baru.

Jika mengalami kendaka, Harap menghubasngs Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud go.id
Datarn pengisian farmudir, Anda telah menyetujul ketentuan layanan yang berlaku.
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KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 841/DISDIK/2014

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (5D )

45

DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS

bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit-umt
sekolah baru disetiap jenjang pendidikan ;

_ batwa unit-unit sekolah baru tersebut  perlu ditetapkan

kelembagaannya |

hahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar
( 5D ) di Kabupaten Sambas.

. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Lindang:

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat |l di Kalimantan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz Nomor 532 |}, sebagai Undang-Undang
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 1820 );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 7003 Tentang Sistem Pendidikan
Masional { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 78 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301 );

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
paerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5587 )

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4578 |3

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Lembaran
Megara Republik indonesta Tahun 2007 Nomar 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indunesia Nomar 4737 )i

Keputusan Menten Pendidikan Nomor 188/0/2002 tentang
Penyerahan Penatapan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis
Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang
dialihkan menjadi Perangkat Daerah ;




7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Sambas ( Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2008 Nomor 9 J;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Sambas ;

KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1§ Degsember 2014
Pejabat Par%! Tanggal
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